ABSTRAK

Kedudukan dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem
pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh
kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan membina hubungan
kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi
lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi
pemerintah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang
Jaksa pengacara Negara terutama di Kejaksaan Negeri Semarang dalam memberikan
pertimbangan dan tindakan hukum kepada pemerintah sebagai upaya pemulihan
keuangan negara di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis karena penelitian ini
membahas dan mengetahui mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara
Untuk mewakili Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pemulihan aset pendapatan
daerah pada Kejaksaan Negeri Semarang.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Tugas dan wewenang kejaksaan
Republik Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan
dalam UUD 1945 serta Undang-Undang dan Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia. Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak
hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Pelaksanaan tugas dan
wewenang Jaksa pengacara negara oleh kejaksaan harus dillaksanakan dalam rangka
negara hukum guna mewujudkan peran kejaksaan dalam penegakan superrmasi hukum
di negara Indonesia. Independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai JPN
hendaknya selalu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.Hambatan yg ditemui
yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan wewenang Jaksa
Pengacara Negara
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